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Riwayat  Pendidikan  
1.  Sarjana Teknik  Planologi , ITB, 1988  

2.  Post Graduate Diploma in Urban & Regional Planning,  

     Curtin University, Australia, 1994  (Sponsored  by AusAID ) 

3.  Master of Arts (MA) in Planning, Curtin University,  

     Australia, 1996  (Sponsored by AusAID) . 

 

4.  Program Pendidikan Reguler Angkatan -53 , Lemhannas RI, 2015  

5.  Maritime Law Course, Port of Singapore Authority  , Singapore , 

1996  (Sponsored  by PSA) 

6.  Local Economic Development Course, University of Souther n 

California, Los Angeles, USA,1997  (Sponsored by USAID) 

 

7.   Perencanaan  Stratejik , LAN  RI, 2000.  

8.   TOT Diklat Perenc & Program Pembangunan, Depdagri  , 2003  

9.   Perencanaan  Anggaran  Kinerja , UGM, 2003  

10 . Dik lat Pim Tingkat II, LAN RI, 2003  

11. TOT Diklat Orientasi DPRD, Bandiklat Kemdagri, 2014  

12. Diklat Asesor Bagi Pejabat Strategis, BPSDM Kemdagri 2017  
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Riwayat  Jabatan /Pekerjaan  
 

1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bid. Pemerintahan, Hukum & Politik.  

2. Kepala BPSDM Prov Lampung  

3. Staf Ahli Gubernur Lampung Bid. Pembangunan  

4. Kepala   Bappeda  Provinsi  Lampung  

5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov Lampung  

6. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Prov Lampung  

7. Kepala Dinas Perkebunan Prov Lampung  

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Lampung  

9. Sekretaris  Komisi  Pemilihan  Umum  Prov Lampung  

10. Kepala  Biro Otonomi  Daerah , Setda Prov Lampung  

11. Kepala  Biro Bina Program, Setda Prov Lampung  

12. Wakil  Kepala  Dinas  Bina Marga  Prov Lampung  

13. Wakil Kepala  Dinas  Permukiman  Prov Lampung  

 

14. Kabid  Pengelolaan  Data & Informatika , Bappeda  Prov. Lampung  

15. Sekretaris  Bappeda  Kabupaten Lampung Timur  

16. Kepala  Seksi Tata Ruang, Bappeda  Prov. Lampung  

17. Kepala PMU  - Sumatera Urban Devõt Secondary-City Project 

(SUDSP), Loan ADB 

18. Asisten Perencana  pada LPP ð Institut Teknologi Bandung  

19. Asisten Peneliti  pada PPLH ð Institut Teknologi Bandung  
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FOCUSED GROUP DISCUSSION 

SISTEM PEMILU DALAM MEWUJUDKAN 
DEMOKRASI YANG LUBER DAN JURDIL DI 
ERA REVOLUSI DIGITAL 

ANALISIS SISTEM PEMILU MENDUKUNG 
REFORMASI BIROKRASI DALAM ERA 
REVOLUSI DIGITAL 

PENGEMBANGAN SDM APARATUR  YANG 
UNGGUL DAN KOMPETEN DALAM ERA 
REVOLUSI DIGITAL 
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Indeks Demokrasi Lampung 2009-2017 
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PERBANDINGAN DATA DAYA SAING BEBERAPA NEGARA 

NO NEGARA 

PERINGKAT DAYA 
SAING POPULASI (JUTA 

JIWA) 2018 

 GDP PER 
KAPITA (USD) 

2018  

 HUMAN CAPITAL 
(SKILLS) 0-100  

PERTUMBUHAN 
RATA-RATA 10 TH 

TERAKHIR 
2013 2018 

1 AMERIKA SERIKAT 5 1 325,0         59.501   86  1,4% 

2 SINGAPORE 2 2 5,6  57.713   76  4,2% 

3 JERMAN BARAT 4 3 82,7  44.549   85  1,2% 

4 SWISS 1 4 8,4  80.590   87  1,3% 

5 JEPANG 9 5 126,8  38.439   74  0,5% 

6 KOREA SELATAN 25 15 51,5  29.891   74  3,0% 

7 MALAYSIA 24 25 32,1    9.812   74  4,6% 

8 CHINA 29 28 1390,0    8.643   64  7,9% 

9 THAILAND 37 38 69,1    6.590   63  3,0% 

10 INDONESIA 38 45 262,0    3.878   64  5,5% 

11 PHILIPINA 59 56 105,3    2.979   63  5,4% 

12 VIETNAM 70 77 93,6    2.353   54  5,8% 

Sumber: Disarikan dari WORLD ECONOMIC FORUM REPORT,  Tahun 2013 dan 2018 
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INDONESIA MEMILIKI POTENSI BESAR MENJADI NEGARA 
MAJU 

Å Penduduk 309 juta  jiwa  

Å Usia produktif 52% 

Å  75% tinggal di kota  

Å80% kelas menengah  

 

Å Ekonomi ke -5 terbesar di dunia  

Å Pendapatan per kapita US$29.300 
Å Struktur ekonomi bergeser pada sektor 

bernilai tambah tinggi  

Å73% kue ekonomi berasal sektor jasa  

 

DEMOGRAFI EKONOMI 

Kesiapan 
teknologi  

Kualitas SDM  

Sumber Daya 
Ekonomi & Keuangan 
(APBN) 

Kesiapan 
infrastruktur  

Tata ruang 
wilayah  

Kelembagaan 
Pemerintah  

kunci 

INDONESIA EMAS 2045 
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Undang-Undang 23 Tahun 2014 
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URUSAN WAJIB  

URUSAN PILIHAN  

1. Pendidikan 
2. Kesehatan 
3. PU & PR 
4. Sosial 
5. Perumahan rakyat  dan     

    kawasan pemukiman 
6. Ketentraman,Ketertiban  

    umum dan perlindungan 
    masyarakat 

 

Pelayanan Dasar 

10. Kominfo 
11. Koperasi dan UKM; 
12. Penanaman modal 
13. Kepemudaan dan olahraga 
14. Statistik 
15. Persandian 
16. Kebudayaan 
17. Perpustakaan dan 
18. Arsip 

Non Pelayanan Dasar 

Potensi, penyerapan tenaga 
kerja dan pemanfaatan lahan 

 

 

1.  Kelautan dan perikanan; 
2.  Pariwisata; 
3.  Pertanian; 
4.  kehutanan; 
5.  Energi dan sumber daya   

     mineral; 
6.  Perdagangan; 
7.  Perindustrian; dan 
8.  Tansmigrasi. 

 

Urusan Berbasis Ekosistem 

 

Kehutanan; ESDM; kelautan 

dan perikanan. 

 

1. Tenaga kerja 
2. PP & PA 
3. Pangan 
4. Pertanahan 
5. Lingkungan hidup 
6. Adm. Kependdkan dan 
   pencatatan sipil; 
7. PMD 
8. Pengendalaian  
    penduduk 
   dan KB; 
9. Perhubungan 
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KUALITAS PNS DAN CIRI ORGANISASI 

PEMERINTAH ABAD 21  

KUALITAS PNS ABAD 21 
×Berintegritas, netral, 

beretika, kompeten, 
capable, profesional, 
berkinerja tinggi, spesialis 
dan sejahtera. 
×Selaras pola pikir (mind set) 

& budaya kerja (culture set) 
×Taat aturan, disiplin, 

transparan, akuntabel, dan 
keteladanan 

ORGANISASI 
PEMERINTAH MASA 

DEPAN:  

memiliki keungulan 
kompetitif, nilai 

tambah, dinamis serta 
mampu beradaptasi 

dengan tuntutan 
lingkungan yang selalu 

berubah cepat dan 
sulit diramalkan. 

PNS/ASN  

TO CHANGE & INNOVATE 

INDONESIA butuh change maker, kepemimpinan, komitmen, dan INOVASI 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL DR.Marps/Strategi Inovasi ASN  Page: 23 



KOMPETENSI 
APARATUR PEMDA 

KOMPETENSI 
MANAJERIAL 

KOMPETENSI 
TEKNIS 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI 

SOSIO KULTURAL 

KOMPETENSI 
PEMERINTAHAN 
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PERMENDAGRI NO 108 
TAHUN 2017 

1. Kebijakan Desentralisasi;  
2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah; 
3. Pemerintahan umum, 
4. Pengelolaan keuangan Daerah; 
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah  
6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; 
7. Etika pemerintahan. 
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Kompetensi Pemerintahan 



STANDAR KOMPETENSI ASN DALAM 

PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2017 
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PILAR PENGEMBANGAN SDM 
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Standardisasi Sertifikasi 
Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur yang kompeten  

dan profesional 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 



Bentuk Pengembangan Kompetensi 
a) pendidikan; 
b) pelatihan; 
c) pembimbingan; 
d) pendampingan; 
e) pemagangan; 
f) konsultasi dan konseling; 
g) seminar dan lokakarya; 
h) kursus; 
i) penataran; 
j) pembelajaran elektronik dan jarak jauh; 
k) pembekalan/orientasi tugas; 
l) pendalaman tugas; dan 
m) pengembangan kompetensi lainnya. 
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DIMENSI PERUBAHAN 

 


